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ABSTRACT

Central Java Province in 2023 ranked second with the highest number of public
reports at 17.8%, with Semarang City accounting for the highest 13% of total
complaints. The substance of population administration in the Java Island region
is the second highest complaint. Based on the Community Satisfaction Survey,
complaint handling at the Semarang City Population and Civil Registration Office
has the lowest score of any other element. This study investigates how public service
responsiveness in handling complaints at the Population and Civil Registration
Office of Semarang City along with its driving and inhibiting factors. The method
used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation,
interviews, and documentation. This study uses the theory of public service
responsiveness indicators according to Zeithaml et al. (2015). The results showed
that responsiveness in handling complaints was good seen from all indicators, but
there were still things that needed to be optimized, namely the indicators of the
Ability to Respond to Every Customer, Speed of Service, and Accuracy of Service.
The driving factors consist of organizational factors, ability factors, and regulatory
factors in the organization. There are inhibiting factors consisting of employee
awareness factors, facility factors, and income factors.

Keywords: Public Service, Public Service Responsiveness, Complaint
Management

ABSTRAK

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 menempati posisi kedua dengan jumlah
laporan masyarakat terbanyak sebesar 17.8%, dengan Kota Semarang tertinggi
menyumbang 13% dari total pengaduan. Substansi administrasi kependudukan di
wilayah Pulau Jawa merupakan pengaduan kedua tertinggi. Berdasarkan Survey
Kepuasan Masyarakat, penanganan pengaduan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki nilai terendah dari unsur lainnya.
Penelitian ini menyelidiki bagaimana responsivitas pelayanan publik pada
penanganan pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Semarang beserta faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Metode yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
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observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori
indikator responsivitas pelayanan publik menurut Zeithaml et al. (2015). Hasil
Penelitian menunjukkan bahwa responsivitas pada penanganan pengaduan sudah
baik dilihat dari keseluruhan indikator, namun masih ada yang perlu dioptimalkan
yaitu pada indikator Kemampuan Merespon Setiap Pelanggan, Kecepatan
Melayani, dan Ketepatan Melayani. Faktor pendorongnya terdiri dari faktor
organisasi, faktor kemampuan, dan faktor aturan dalam organisasi. Terdapat faktor
penghambatnya yang terdiri dari faktor kesadaran karyawan, faktor sarana, dan
faktor pendapatan.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Responsivitas Pelayanan Publik, Pengelolaan
Pengaduan



Pendahuluan

Praktik kolusi, korupsi, dan
nepotisme telah menjadi masalah
yang  mengakar  sejak  awal
kemerdekaan Indonesia,
memperburuk citra birokrat di mata
masyarakat. Memasuki era reformasi,
pemerintah menghadapi tantangan
untuk mengembalikan kepercayaan
publik terhadap pelayanan publik.
Kemenko PMK menegaskan bahwa

reformasi birokrasi bertujuan
mencapai administrasi yang efektif
melalui perekrutan pegawai

berintegritas tinggi, produktif, dan
berkomitmen meningkatkan
kepercayaan  publik.  Reformasi
birokrasi melibatkan ~ penataan
kelembagaan dan sumber daya
manusia, perumusan proses, metode,
mekanisme, dan struktur yang jelas,
serta  peningkatan  akuntabilitas
aparatur dan pengawasan yang
komprehensif. Pelayanan publik,
sesuai UU No. 25 Tahun 2009, harus
memenuhi kebutuhan warga negara
secara adil dan tidak menghambat

hak-hak ~ mereka. Ombudsman
Republik Indonesia bertugas
mengawasi penyelenggaraan

pelayanan publik dan menangani
pengaduan maladministrasi, yang
didefinisikan ~ sebagai  perilaku
melawan hukum atau kelalaian yang
merugikan masyarakat.

Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) dikenal sebagai
lembaga yang menangani aduan atau
keluhan dalam pelayanan publik. Dari
tahun 2022 hingga 2023, ORI
menerima banyak laporan masyarakat
tentang maladministrasi di berbagai
instansi pemerintah. Pada tahun 2022,
ORI menangani 22.197 laporan
masyarakat dan 8.292 dugaan
maladministrasi, sementara pada

tahun 2023, ORI menangani 7.392
laporan masyarakat dengan 3.415 di
antaranya merupakan dugaan
maladministrasi. Kategori dugaan
maladministrasi yang paling banyak
ditemukan adalah "Tidak
Memberikan ~ Pelayanan”  yang
meningkat drastis dari 15% pada
tahun 2022 menjadi 41% pada tahun
2023. Provinsi Jawa Tengah
menempati urutan kedua dengan
jumlah pengaduan terbanyak di Pulau
Jawa, vyaitu 17,8% dari total
pengaduan masyarakat. Kota
Semarang mencatat jumlah
pengaduan tertinggi di Jawa Tengah
sebesar 13%. Substansi pengaduan
tertinggi pada tahun 2023 adalah
perhubungan  dan infrastruktur
(12,5%), diikuti administrasi
kependudukan (9,6%), dan
kesejahteraan sosial (9,0%).
Tingginya  jumlah pengaduan
menunjukkan perlunya peningkatan
mutu layanan publik dan respons
terhadap aduan masyarakat.
Tingginya jumlah laporan
masyarakat di Jawa Tengah pada
tahun 2023, terutama dari Kota
Semarang, menunjukkan adanya
ketidakpuasan terhadap pelayanan
administrasi  kependudukan yang
diberikan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kota Semarang. Meskipun
Disdukcapil  telah  menggunakan
berbagai  cara  kreatif  untuk
menyampaikan layanan pengaduan,
masih banyak pengaduan yang belum
teratasi. Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2013 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 mengatur mekanisme
pengaduan dan standar pelayanan
publik untuk meningkatkan kualitas



layanan. Disdukcapil Kota Semarang
telah menyediakan berbagai kanal
pengaduan, namun  penanganan
pengaduan  masih  memerlukan
perbaikan. Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) tahun 2023
menunjukkan bahwa Disdukcapil
Kota Semarang mendapatkan nilai
IKM sebesar 85,9, dengan nilai
terendah pada unsur kompetensi
pelaksana, perilaku pelaksana, dan
penanganan pengaduan. Hal ini
menunjukkan perlunya peningkatan
kualitas layanan dan respons terhadap
aduan masyarakat untuk
meningkatkan kepercayaan publik
dan memenuhi hak warga negara.

Rumusan masalah penelitian
yang diturunkan dari  konteks
penelitian yang telah diuraikan
sebelumnya. Pertama, bagaimana
responsivitas pelayanan publik pada
pengelolaan pengaduan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang? Kedua, apa saja
faktor pendorong dan penghambat
responsivitas pelayanan publik pada
pengelolaan pengaduan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang?
Metode Penelitian

Metode penelitian ini
merupakan penelitian dengan
pendekatan deskriptif kualitatif untuk
mengumpulkan dan menyajikan data,
dengan tujuan menemukan fakta
spesifik dan memberikan interpretasi
terhadap hasil yang diperoleh.
Metode deskriptif berguna untuk
menggambarkan kondisi dan situasi
objek atau subjek penelitian secara
sistematis. Penelitian ini dilakukan di
Kota Semarang, khususnya di
Disdukcapil Kota Semarang, untuk
menganalisis responsivitas layanan
pengaduan publik dan faktor-faktor

yang mempengaruhinya.  Subjek
penelitian meliputi petugas penerima
pengaduan di Disdukcapil Kota
Semarang. Data dikumpulkan dari
sumber primer dan sekunder melalui
observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Pendekatan ini
bertujuan memberikan gambaran
yang jelas tentang permasalahan yang
diselidiki dan mengidentifikasi upaya
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

Analisis data dalam penelitian
ini melibatkan pengumpulan, reduksi,
penyajian, dan penarikan kesimpulan.
Pengumpulan data dilakukan melalui

wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Reduksi data bertujuan
menyederhanakan dan

mengabstraksikan  data  mentah.
Penyajian data dilakukan dalam
bentuk teks naratif untuk memberikan
gambaran mendalam.  Penarikan
kesimpulan dilakukan dengan
mengevaluasi hasil reduksi data.
Kualitas dan keabsahan data diuji
melalui triangulasi metode, teknik,
dan sumber data untuk memastikan
validitas dan reliabilitas informasi.
Penelitian ini juga memiliki beberapa
keterbatasan, seperti keterbatasan
jumlah informan dan kekhawatiran
terkait privasi data.
Hasil dan Pembahasan

Data dikumpulkan melalui
wawancara langsung dengan petugas
di lapangan dan data sekunder dari
berbagai sumber. Wawancara
dilakukan sesuai pedoman yang
disesuaikan untuk penelitian ini,
melibatkan individu yang memahami
proses penanganan pengaduan di
Disdukcapil Kota Semarang.
Penelitian ini menilai responsivitas
pelayanan publik terkait pengelolaan
pengaduan di Disdukcapil Kota



Semarang, serta faktor-faktor
pendukung dan penghambatnya.

Awalnya,  penelitian  ini
direncanakan  melibatkan  empat
informan, yaitu 3 (tiga) pegawai
Disdukcapil dan satu masyarakat
yang pernah mengajukan pengaduan.
Namun, karena kekhawatiran terkait
privasi dan kebocoran data, hanya dua
petugas yang diwawancarai.

Untuk mendapatkan
pandangan masyarakat, penelitian ini
juga menganalisis isi pengaduan yang
diajukan melalui berbagai kanal
aduan, baik formal maupun informal.
Informan yang dipilih termasuk
pegawai yang menangani pengaduan
di Disdukcapil Kota Semarang, yaitu
petugas di bidang Pengelolaan
Kepegawaian dan Pranata Komputer
Trampil di Sekretariat.
Responsivitas Pelayanan Publik
pada Pengelolaan Pengaduan di
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Semarang

a. Kemampuan Merespon

Setiap Pelanggan

Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota
Semarang menerapkan Peraturan
Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023
tentang  Pedoman  Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik untuk
memastikan pelayanan yang efektif,
efisien, dan akuntabel. Disdukcapil
menyediakan berbagai kanal aduan
seperti Sapa Mbak Ita, Lapor Gub,
layanan customer service, kotak
saran, Instagram, WhatsApp, Gmail,
X (Twitter), dan Suara Warga.

Kemampuan merespon setiap

pelanggan  merupakan indikator
penting dari responsivitas.
Kemampuan  komunikasi, sikap

ramah, sopan, dan adil dalam

melayani
diperhatikan.

Menurut wawancara dengan
petugas, mereka berusaha
menunjukkan sikap ramah dan sopan
untuk membuat pelanggan merasa
dihargai. Namun, data sekunder
menunjukkan bahwa masyarakat
masih mengeluhkan sikap petugas
yang kurang ramah dan sopan, seperti
terlihat dalam ulasan Google.

Keluhan masyarakat ini
disebabkan oleh beban kerja yang
tinggi dan jumlah pegawai yang
terbatas dalam menangani
pengaduan.  Meskipun  petugas
berusaha memberikan pelayanan
yang adil dan merespon setiap
keluhan sesuai antrian, masih ada
ruang untuk perbaikan dalam hal
kesopanan dan keramahan.

Secara keseluruhan,
responsivitas pelayanan publik di
Disdukcapil Kota Semarang sudah
baik, tetapi masih perlu ditingkatkan,
terutama dalam hal kesopanan dan
keramahan pegawai.

b. Kecepatan Melayani

Kecepatan  tanggap  petugas
dalam menanggapi keluhan
masyarakat adalah contoh daya
tanggap dalam pelayanan publik.
Kecepatan yang tidak optimal dapat
menimbulkan persepsi negatif dan
mengurangi  keinginan masyarakat
untuk berhubungan dengan birokrasi
publik (Tangkilisan, 2005:222).

Berdasarkan observasi, petugas
di loket dan satpam Disdukcapil Kota
Semarang  tanggap dan  siap
menjawab pertanyaan serta
menyelesaikan masalah. Disdukcapil
memiliki petugas khusus untuk
mengurus pengaduan di berbagai
kanal aduan seperti X (Twitter), Suara
Warga, Instagram, Sapa Mbak lIta,

pelanggan sangat



WhatsApp, dan  Lapor  Gub.
Pembagian tugas ini bertujuan agar
pengaduan  dapat  terselesaikan
dengan cepat.

Petugas selalu  menanggapi
keluhan melalui kanal yang sama
dengan yang diajukan  oleh
masyarakat ~ untuk  menghindari
miskomunikasi. Jika  pengaduan
diajukan melalui telepon, masyarakat
diarahkan  untuk  menggunakan
Instagram atau WhatsApp untuk
menjaga privasi data.

Penelitian menunjukkan bahwa
pengaduan melalui Sapa Mbak lIta,
Suara Warga, dan Lapor Gub sudah
ditindaklanjuti oleh petugas. Namun,
masih  banyak masyarakat yang
mengeluhkan lamanya respon admin
dalam membalas pesan di WhatsApp
atau Instagram. Beberapa pengaduan
di Suara Warga dan Instagram belum
ditanggapi oleh petugas, yang
menunjukkan  bahwa  pelayanan
belum optimal dalam hal kecepatan
respon.

Administrator pengaduan
seharusnya  terus memberikan
informasi  tentang  perkembangan
keluhan untuk memberikan kejelasan
kepada pelapor. Oleh karena itu,
indikator kecepatan melayani pada
Disdukcapil Kota Semarang dapat
dikatakan  baik namun  belum
maksimal.

c. Ketepatan Waktu Melayani

Ketepatan waktu pelayanan
adalah pemenuhan kebutuhan
masyarakat dalam jangka waktu yang
telah ditentukan, yang sangat penting
untuk menilai responsivitas terhadap
kebutuhan masyarakat (Hardiansyah,
2011:49).

Disdukcapil Kota Semarang
mengikuti SOP yang ditetapkan oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID), dengan tenggat
waktu 10 hari  kerja  untuk
menyelesaikan pengaduan. Meskipun
demikian, terkadang pengaduan
melebihi batas waktu yang ditentukan
karena kesalahan data yang diberikan
oleh pemohon atau kompleksitas
kasus. Untuk mengatasi
keterlambatan,  pemohon  diberi
informasi untuk datang langsung ke
kantor, menunjukkan transparansi
dalam proses penanganan pengaduan.

Secara keseluruhan, Disdukcapil
Kota Semarang telah memenuhi
indikator ketepatan waktu melayani,
meskipun masih ada kendala yang
perlu diperbaiki.

d. Ketepatan Melayani

Pelayanan publik harus cepat dan
tepat untuk memenuhi harapan
masyarakat (Kasmir dalam Mawarni,
2014:6). Disdukcapil Kota Semarang
melakukan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) dan evaluasi
internal setiap tiga bulan untuk
memastikan pelayanan sesuai
harapan.

Petugas wajib mengikuti SOP
pelayanan pencatatan sipil, serta SOP
kanal aduan Sapa Mbak Ita dan Lapor
Gub. Meskipun ada fitur notifikasi
perkembangan pengaduan pada Sapa
Mbak Ita dan Lapor Gub, kanal aduan
seperti  WhatsApp dan Instagram
belum memiliki sistem notifikasi
yang jelas. Evaluasi kinerja melalui
SKM dan kepatuhan terhadap SOP
menunjukkan bahwa Disdukcapil
Kota Semarang telah memenuhi

Kriteria ketepatan melayani,
meskipun masih ada ruang untuk
perbaikan.

e. Kecermatan Melayani

Kecermatan dalam pelayanan
publik mengacu pada bagaimana
petugas  menangani  pengaduan



masyarakat dengan cepat dan tepat,
memastikan bahwa informasi yang
diberikan detail, rinci, dan relevan. Ini
penting agar masyarakat dapat
memanfaatkan informasi tersebut
untuk menyelesaikan masalah mereka
dengan benar.

Di Disdukcapil Kota Semarang,
kecermatan melayani dinilai dari
bagaimana  petugas  menangani
laporan pelanggan sesuai prosedur
yang ditentukan. Meskipun pernah
terjadi  kesalahan, seperti salah
pengetikan NIK atau nama, petugas
selalu  berusaha  menyelesaikan
masalah  melalui  mediasi dan
Klarifikasi dengan pemohon.

Petugas juga  berkoordinasi
dengan bidang terkait dan merujuk
pada manual book serta regulasi yang
ada untuk memastikan jawaban yang
akurat dan sesuai prosedur. Hal ini
menunjukkan bahwa Disdukcapil
Kota Semarang telah memenuhi
kriteria kecermatan melayani dalam
penanganan pengaduan.

f. Kemampuan Menanggapi

Keluhan

Kemampuan untuk menanggapi
keluhan merupakan aspek penting
dalam  responsivitas  pelayanan
publik. Disdukcapil Kota Semarang
berkomitmen meningkatkan kinerja
pelayanan publik dengan menerima
kritik, menangani pengaduan, dan
menindaklanjuti  keluhan  dengan
cepat. Disdukcapil menyediakan
berbagai kanal aduan seperti layanan
customer service, call center, website
Suara Warga, Sapa Mbak Ita, website
Lapor Gub, Gmail, serta akun media
sosial Instagram, WhatsApp, dan
Twitter. Sosialisasi kanal aduan
dilakukan melalui postingan di
Instagram, banner, dan brosur.

Disdukcapil juga menanggapi
keluhan mendesak, seperti pemohon
yang sakit, disabilitas, atau lansia,
dengan mengirim petugas langsung
ke lokasi pemohon. Meskipun ada
banyak pesan masuk, petugas
merespon keluhan sesuai antrean dan
memberikan perlakuan khusus untuk
kasus tertentu. Dengan prosedur yang
jelas  dan pelayanan inklusif,
Disdukcapil Kota Semarang
menunjukkan kemampuan yang baik
dalam menanggapi keluhan
masyarakat.

Lebih lanjut, pegawai
Disdukcapil Kota Semarang telah
memiliki solusi untuk menghadapi
situasi serius atau menegangkan,
seperti pelanggan yang marah.
Menurut narasumber, pegawai harus
tetap bersikap ramah dan memahami
bahwa persepsi waktu menunggu bisa
berbeda bagi setiap individu. Dalam
menangani pengaduan yang marah,
petugas Disdukcapil Kota Semarang
harus tetap tenang, rendah hati, dan
menanyakan penyebab kemarahan
untuk menyelesaikan masalah dengan
baik.

Disdukcapil juga melakukan

Gerakan Indonesia Sadar Adminduk
(GISA) untuk meningkatkan
kesadaran ~ masyarakat  tentang
pentingnya administrasi
kependudukan. Dengan demikian,
Disdukcapil Kota Semarang telah
menunjukkan kemampuan merespon
keluhan dengan baik, memenuhi
indikator kemampuan menanggapi
keluhan.
Asas-asas penanganan pengaduan
menurut Pasal 3 Peraturan Wali
Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2023

Pengelolaan  pengaduan  di
Disdukcapil Kota Semarang dapat



dinilai berdasarkan asas-asas
penanganan pengaduan  menurut
Pasal 3 Peraturan Wali Kota
Semarang Nomor 5 Tahun 2023.
Asas-asas tersebut meliputi kepastian
hukum, transparansi, koordinasi,
efektivitas dan efisiensi,
akuntabilitas, objektivitas,
kerahasiaan, independensi, tidak
diskriminatif, tidak memungut biaya,
dan integratif.

Disdukcapil Kota Semarang telah
menerapkan kepastian hukum dengan
mengikuti regulasi dan SOP yang
ditetapkan, meskipun masih ada
pengaduan yang melebihi batas waktu
penyelesaian. Transparansi
ditingkatkan dengan menyediakan
berbagai kanal aduan, namun perlu
peningkatan dalam notifikasi
perkembangan pengaduan.
Koordinasi dilakukan dengan baik
melalui mediasi dan klarifikasi, serta
berkoordinasi dengan atasan dan
regulasi. Efektivitas dan efisiensi
terlihat dari penanganan pengaduan
yang berkualitas, meskipun ada
keluhan mengenai respon yang lama.
Akuntabilitas  dipenuhi  dengan
koordinasi dan merujuk pada regulasi.
Objektivitas  ditunjukkan dengan
Klarifikasi dan mediasi berdasarkan
fakta.

Kerahasiaan dijaga dengan baik
untuk menghindari kebocoran data.
Independensi dijaga dengan sikap
netral dan  tidak = memihak.
Disdukcapil tidak memungut biaya
dalam penanganan pengaduan, sesuai
regulasi. Integratif dilakukan dengan
menyediakan kanal aduan yang
terhubung dengan sistem aduan yang
lebih luas.

Faktor Pendorong Dan
Penghambat Responsivitas
Pelayanan Publik Pada

Pengelolaan Pengaduan Di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Semarang

Proses penanganan keluhan
tidak dapat berjalan dengan efektif
jika faktor-faktor yang
mempengaruhinya tidak
diperhatikan. Berbagai faktor internal
dan eksternal dapat mempengaruhi
kualitas layanan yang diberikan. Oleh
karena itu, faktor-faktor yang perlu
dipertimbangkan ketika memberikan
layanan ditentukan.

Moenir (2015:88)
mengemukakan bahwa berfungsinya
suatu  layanan  secara  efektif
tergantung pada beberapa kriteria,
yang meliputi aturan organisasi,
kemampuan, kesadaran staf, fasilitas,
dan sumber daya keuangan.

a. Faktor Pendorong

1. Faktor Organisasi

Struktur organisasi
menggambarkan rantai
komando dengan tanggung
jawab  yang  dialokasikan
berdasarkan bidang keahlian
dan fungsi spesifik masing-
masing departemen. Hubungan
yang baik antara rekan kerja
serta antara atasan dan bawahan
dapat meningkatkan
produktivitas dan menciptakan
lingkungan kerja yang
harmonis.

Pembagian  tugas  di
Disdukcapil Kota Semarang
dalam penanganan pengaduan
sudah terbagi secara jelas antara
kanal aduan yang ada.
Meskipun ada admin yang
memegang dua kanal aduan, hal
ini  tidak menjadi masalah
karena kuantitas pelaporan
yang masuk melalui website



Suara Warga lebih sedikit
dibandingkan dengan
Instagram. Namun, akan lebih
maksimal jika ada admin
khusus untuk Instagram dan
Suara Warga.

Hubungan yang baik antara
rekan kerja dan pimpinan

membantu menyelesaikan
kasus yang rumit dan
memastikan penanganan

pengaduan sesuai  harapan.
Monitoring  dan  evaluasi
dilakukan setiap bulan oleh
atasan. Pengaduan yang masuk
tidak hanya melalui kanal aduan
resmi, tetapi juga langsung
kepada atasan, menunjukkan
peran aktif pimpinan dalam
menyelesaikan masalah
pengaduan.

2. Faktor Kemampuan

Kemampuan karyawan
untuk mempengaruhi kualitas
layanan sangat penting, karena
pekerja yang kompeten dan
terampil sering kali
menjalankan tanggung jawab
layanan  dan  berinteraksi
dengan masyarakat setiap hari.

Instruksi kerja, pelatihan,
dan pendampingan  khusus
dapat meningkatkan kapasitas
karyawan. Di Disdukcapil Kota
Semarang, bimbingan teknis
dilakukan baik dari internal
maupun eksternal oleh
Pemerintah Kota Semarang,
dengan pelatihan tahunan dan
monitoring  serta  evaluasi
bulanan.

Apabila petugas kurang
kompeten dalam menjawab
pengaduan, bimbingan teknis
tambahan diberikan karena
pengaduan yang diterima sering

kali majemuk. Dengan
demikian, Disdukcapil telah
mengantisipasi kebutuhan

untuk menjawab pengaduan
masyarakat melalui bimbingan
teknis serta monitoring dan
evaluasi.

3. Faktor Aturan

dalam Organisasi

Setiap  tindakan  dan
perilaku individu bergantung
pada aturan. Kebutuhan akan
peraturan menjadi  semakin
nyata  ketika  masyarakat
berevolusi dan menjadi
semakin  kompleks, karena
individu tidak dapat mencapai
kebahagiaan dan kedamaian
tanpa  peraturan. Dengan
menegakkan  kepatuhan  di
antara semua anggota, aturan
dapat memberikan organisasi
tujuan dan arah yang jelas.

Aturan organisasi terdiri
dari kebijakan eksplisit dan
implisit, termasuk konsekuensi
atas pelanggaran kebijakan
kerja dan elemen-elemen lain
yang telah disepakati
sebelumnya.

Disdukcapil Kota
Semarang telah memahami dan
mengikuti  SOP  pelayanan
termasuk penanganan
pengaduan  dengan  baik.
Tantangan yang dirasakan
adalah ketika pemohon
mendesak agar permohonannya
segera diproses, sementara ada
SOP yang harus diikuti, yaitu
waktu pemrosesan tiga hari.

Desakan dari pemohon
dapat menyebabkan masalah
baru jika permohonan diproses
lebih dulu sebelum antrean
yang ada, sehingga urutan



antrean harus tetap diikuti untuk
menghindari masalah tersebut.
Sanksi diberikan sebagai
konsekuensi atas pelanggaran
yang dilakukan oleh
penyelenggara pelayanan.
Dalam hal ini, tidak pernah ada
sanksi yang diberikan karena
petugas penanganan pengaduan
tidak  pernah melakukan
pelanggaran. Dengan
melakukan konsultasi kepada
bidang yang terkait, kesalahan
dapat dihindari dan pelanggaran
dalam penanganan pengaduan
dapat dicegah.
b. Faktor Penghambat

1. Faktor Kesadaran
Karyawan

Menurut Moenir
(2015:88), kesadaran berfungsi
sebagai dasar dalam tindakan
seseorang, membawa
keikhlasan dan kesungguhan
dalam melaksanakan tugas.
Kesadaran dalam pelayanan
pengaduan didefinisikan
sebagai kemampuan untuk
melakukan tugas yang

diberikan, seperti
menyelesaikan dan
memberikan  laporan  kerja
dengan benar untuk

meningkatkan hasil kerja.

Berdasarkan  penelitian,
kesadaran karyawan
penanganan  pengaduan  di
Disdukcapil Kota Semarang
sudah cukup baik karena
mereka memahami isi
kandungan  SOP.  Petugas
berusaha mengikuti prosedur
yang ada hingga selesai, dengan
motivasi utama adalah
kepuasan masyarakat.

Kesadaran atas tanggung
jawab petugas untuk mencapai
keberhasilan kerja sudah cukup
baik, dengan bentuk kepekaan
dan kerjasama yang mendorong
terselesaikannya  tugas-tugas
bersama.

Namun, ada alasan yang
dapat diterima untuk
ketidaksadaran petugas
mengenai sensitivitas dalam
menanggapi keluhan melalui
berbagai  kanal.  Meskipun
keluhan tidak dapat diproses,
admin kanal aduan sosial media
harus  terus  memberikan
informasi perkembangan dan
menanggapi setiap keluhan. Hal
ini  penting agar pelapor
mengetahui kepastian
keberlanjutan keluhan dan tidak
merasa  diabaikan  selama
berhari-hari tanpa kepastian.

2. Faktor Sarana

Semua jenis peralatan,
perlengkapan kerja, dan
fasilitas yang termasuk dalam
sarana pelayanan berfungsi
sebagai alat bantu sosial bagi
individu yang berhubungan
dengan organisasi kerja
tersebut. Fasilitas dan peralatan
kerja di Disdukcapil Kota
Semarang sudah memadai,
termasuk berbagai kanal aduan
seperti kotak saran, papan
informasi, dan loket konsultasi.

Teknologi yang digunakan,
seperti  komputer, laptop,
handphone, dan  jaringan
internet, juga tersedia meskipun
terkadang ada masalah sinyal
atau perbaikan. Sistem
pencatatan keluhan tersedia
dengan fitur  pengunduhan
otomatis pada beberapa kanal



aduan seperti Suara Warga,
Sapa Mbak Ita, dan Lapor Gub,
sementara kanal lainnya masih

menggunakan pencatatan
manual.
Perawatan dan

pemeliharaan dilakukan setiap
tahun, namun pengembangan
untuk  website  penanganan
pengaduan belum ada.
Disdukcapil memiliki petugas
yang bertanggung jawab dalam
mengelola dan memelihara
sistem teknologi dan informasi,
namun tetap membutuhkan
petugas rekanan.

Website Disdukcapil Kota
Semarang harus  mengikuti
kebijakan Semarang Satu Data
yang terintegrasi dengan Dinas
Komunikasi dan Informasi.

3. Faktor Pendapatan

Pendapatan mencakup
semua uang dan fasilitas yang
diterima seseorang sebagai
imbalan atas kerja keras dan
pemikiran mereka dalam jangka
waktu  tertentu.  Hubungan
antara pendapatan dan Kinerja
karyawan sangat signifikan, di
mana kegagalan memenubhi
kebutuhan dasar dapat
meningkatkan kecemasan dan
menurunkan kualitas layanan.

Pendapatan  Disdukcapil
berasal dari APBN dan APBD,
tanpa pendanaan khusus untuk
penanganan pengaduan, yang
mempengaruhi  pemeliharaan
sarana dan prasarana. Masalah
jaringan dan teknologi
informasi membutuhkan teknisi
yang tanggap, nhamun tanpa
pendanaan khusus,
pemeliharaan bisa terabaikan.

Pegawai merasa
pendapatan sudah cukup meski
beban kerja banyak, namun
indikator kecukupan
pendapatan tergantung
kebutuhan individu. Reward
atau insentif khusus untuk
penanganan pengaduan belum
ada, sehingga motivasi pegawai
dalam menyelesaikan
pengaduan kurang optimal.
Penghargaan "ASN Teladan"
diberikan secara keseluruhan,
bukan khusus untuk
penanganan pengaduan, yang
mengurangi motivasi pegawai

dalam menyelesaikan
pengaduan.
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

a. Responsivitas  Pelayanan
Publik pada Pengelolaan

Pengaduan di Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil Kota
Semarang

Mengenai responsivitas

pelayanan publik pada pengelolaan
pengaduan di Disdukcapil Kota
Semarang, analisis ini menunjukkan
bahwa pelayanan tersebut sudah
sesuai  dengan  teori  kualitas
pelayanan menurut Zeithaml, et. al.
(2015), vyang mencakup lima
indikator: kemampuan merespon,
kecepatan melayani, ketepatan waktu
melayani, ketepatan melayani, dan
kecermatan melayani.

Indikator yang sudah berjalan
dengan baik meliputi ketepatan waktu
melayani, kecermatan melayani, dan
kemampuan menanggapi keluhan.
Namun, masih terdapat beberapa
aspek yang perlu ditingkatkan, seperti
kemampuan merespon, kecepatan
melayani, dan ketepatan melayani.



Kemampuan merespon setiap
pelanggan, petugas Disdukcapil Kota
Semarang  bertindak adil dan
komunikatif ~ dalam  menangani
keluhan melalui berbagai kanal.
Meski sudah bersikap ramah, masih
ada keluhan mengenai kesopanan
yang perlu diperbaiki. Banyaknya
aduan mempengaruhi kinerja petugas.

Kecepatan melayani, kesigapan
petugas dalam memberikan layanan
dan menanggapi permintaan
masyarakat. Banyak keluhan
mengenai lamanya respon admin
melalui WhatsApp dan Instagram.

Ketepatan ~ waktu  melayani,
pelayanan  sesuai waktu yang
ditentukan. Disdukcapil mengikuti
SOP dengan batas waktu 10 hari
kerja, namun beberapa pengaduan
melebihi  batas waktu karena
kesalahan data. Pemohon diminta
datang langsung ke kantor untuk
mengatasi keterlambatan.

Ketepatan melayani, memastikan
tidak ada kesalahan dalam pekerjaan.
Disdukcapil mengikuti SOP dan
melakukan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), namun tidak ada
notifikasi perkembangan pengaduan
secara berkala pada beberapa kanal.

Kecermatan melayani, petugas
menyelesaikan masalah dengan teliti
sesuai prosedur. Meski pernah terjadi
kesalahan, masalah diselesaikan
melalui mediasi dan klarifikasi,
dengan koordinasi yang baik.

Kemampuan menanggapi
keluhan, petugas merespon keluhan
sesuai kanal aduan yang digunakan.
Disdukcapil menyediakan berbagai
kanal aduan dan sosialisasi melalui
media. Petugas menunjukkan
kemampuan baik dalam menanggapi
keluhan mendesak, termasuk bagi

lansia dan difabel, dengan sikap
ramah dan tenang.

b. Faktor Pendorong Dan
Penghambat Responsivitas
Pelayanan Publik Pada
Pengelolaan Pengaduan Di
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan  Sipil Kota
Semarang

Faktor pendorong responsivitas
pelayanan publik di Disdukcapil Kota
Semarang meliputi faktor organisasi
yang jelas dalam pembagian tugas,
hubungan baik antar rekan kerja, serta
monitoring dan evaluasi bulanan yang
memastikan penanganan pengaduan
berjalan lancar.

Faktor kemampuan karyawan
ditingkatkan melalui pelatihan rutin
dan bimbingan teknis, serta evaluasi
bulanan untuk memastikan
kompetensi. Faktor Aturan organisasi
yang baik, termasuk pemahaman dan
penerapan SOP, membantu
menghindari kesalahan  dalam
penanganan pengaduan.

Faktor penghambat meliputi
faktor kesadaran karyawan yang
masih perlu ditingkatkan, terutama
dalam merespon keluhan di beberapa
kanal aduan seperti Suara Warga,
Instagram, dan WhatsApp. Admin
perlu memberikan informasi
perkembangan dan  menanggapi
setiap keluhan untuk memastikan
pelapor tidak merasa diabaikan.

Selanjutnya faktor sarana, sistem
pencatatan keluhan otomatis telah
tersedia pada beberapa kanal,
sementara lainnya masih manual.
Pemeliharaan dilakukan setiap tahun,
namun  pengembangan  website
pengaduan belum ada. Disdukcapil
memiliki petugas IT dan bekerja sama
dengan rekanan untuk pemeliharaan,



serta mengikuti kebijakan Semarang
Satu Data.

Faktor pendapatan, tidak ada
reward khusus untuk penanganan

pengaduan,  sehingga  motivasi
pegawai kurang optimal.
Penghargaan "ASN Teladan"

diberikan secara keseluruhan, bukan
khusus untuk penanganan pengaduan,
yang mengurangi motivasi pegawai.
Saran
a. Responsivitas  Pelayanan
Publik pada Pengelolaan

Pengaduan di Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil Kota
Semarang

1. Untuk meningkatkan

kemampuan  merespon  dan
kecepatan melayani, disarankan
penjadwalan ulang tugas petugas
berdasarkan analisis beban kerja,
terutama pada kanal aduan yang
ramai seperti Instagram dan
WhatsApp, serta pada waktu
puncak.

2. Untuk meningkatkan ketepatan
melayani, disarankan penerapan
sistem notifikasi otomatis yang
menginformasikan status aduan
secara  berkala, terintegrasi
dengan platform pengaduan
seperti WhatsApp, Suara Warga,
dan Instagram.

b. Faktor Pendorong Dan
Penghambat Responsivitas
Pelayanan Publik Pada
Pengelolaan Pengaduan Di
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan  Sipil Kota
Semarang

1. Perlu pengembangan fitur pada
kanal aduan agar lebih efektif dan

efisien, seperti sistem feedback
langsung dari masyarakat setelah
menerima pelayanan.

2. Digitalisasi proses pencatatan
pengaduan untuk mengurangi
kesalahan dan meningkatkan
pelayanan publik, serta publikasi
laporan pengelolaan pengaduan
sebagai wujud transparansi dan
akuntabilitas.

3. Pertimbangkan pemberian
reward dan feedback langsung
kepada pegawai penanganan
pengaduan untuk meningkatkan
motivasi,  serta  alokasikan
pendanaan khusus untuk
pemeliharaan sarana pengaduan.
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